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PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) merupakan dokumen 

penganggaran yang wajib disusun oleh Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran atas 

Bagian Anggaran yang dikuasainya. Penyusunan RKA-K/L merupakan bagian dari penyusunan 

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) yang dilakukan setiap tahun. Hal 

tersebut diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan 

RKA-K/L. Penyusunan RKA-K/L dilakukan berdasarkan pagu anggaran K/L yang ditetapkan oleh 

Menteri Keuangan. Pagu anggaran K/L disampaikan oleh Menteri Keuangan kepada setiap K/L. 

 Dalam upaya meminimalisir permasalahan dalam penyusunan kertas kerja RKA-K/L, 

pelaksanaan pekerjaan, proses pencairan anggaran, maupun terkait pelaporan dan audit 

keuangannya, maka perlu disusun buku Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran 

(RKA-K/L)di Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, sehingga dapat sejalan dengan regulasi untuk 

mencapai sasaran kinerja yang diharapkan . 

 Petunjuk teknis ini utamanya diperuntukkan sebagai panduan penyusunan kertas kerja RKA-

K/L, Satuan Pengawas Intern, serta pejabat dan staf yang terkait dengan penyusunan program dan 

anggaran tahunan. Dengan adanya pengaturan ini diharapkan dapat mengurangi kesalahan-

kesalahan di level teknis operasional penyusunan RKA-K/L. 

B. Maksud dan Tujuan 

 Petunjuk teknis UIN Ar-Raniry Banda Aceh Penyusunan RKA-K/L Tahun Anggaran 2021 ini 

dimaksudkan sebagai acuan atau pedoman perencanaan dan penyusunan dokumen RKA-K/L tahun 

anggaran 2021 bagi seluruh satuan kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh agar tersusun perencanaan dan 

penganggaran yang berkualitas, efektif, efisien, dan sesuai dengan kaidah-kaidah penganggaran yang 

berlaku. Adapun tujuan disusunnya petunjuk teknis ini adalah: 

1. Menyempurnakan RKA-K/L dari sisi struktur penganggaran yang berlaku, penerapan bagan 

akun standar (BAS), penerapan pendekatan penganggaran terpadu, penerapan pendekatan 

kerangka pengeluaran jangka menengah, dan penerapan pendekatan penganggaran 

berbasis program prioritas nasional; 
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2. Mewujudkan pengendalian konsistensi perencanaan dengan pengalokasian anggaran dalam 

RKA-K/L; 

3. Menjaga dan mengawal konsistensi perencanaan dan penganggaran dengan target kinerja 

yang telah ditetapkan; 

4. Menyusun dokumen RKA-K/L yang berkualitas dengan meminimalisir ketidaksesuaian yang 

sering terjadi di level teknis operasional penyusunan RKA-K/L; serta 

5. Mewujudkan RKA-K/L yang terbebas dari pemblokiran belanja yang disebabkan oleh faktor 

teknis operasional penyusunan RKA-K/L. 

 

C. Ruang Lingkup 

  Ruang lingkup dari Petunjuk Teknis Penyusunan RKA-K/L TA 2021 ini adalah: 

 1. Mengatur tentang arah dan kebijakan rencana kerja anggaran TA 2021 pada UIN Ar-Raniry 

Banda Aceh serta Unit Kerja di bawahnya; 

 2. Mengatur tentang mekanisme penyusunan rencana kerja anggaran TA 2021 pada di UIN Ar-

Raniry Banda Aceh dan Unit Kerja di bawahnya. 

 

D. Dasar Hukum 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan; 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan 

Anggaran Kementerian Negara/Lembaga; 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan 

Pengelolaan Perguruan Tinggi; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan 

Penganggaran Pembangunan Nasional; 

9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024; 

10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 142/PMK.02/2018 tentang 

Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian 

Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran; 
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11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar 

Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021; 

12. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-531/PB/2018 tentang Kodefikasi 

Segmen Akun pada Bagan Akun Standar; 

13. Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas 

dan Menteri Keuangan Nomor S-122/MK.2/2020 dan B.517/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020 

tentang Pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran; 
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PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RKA-K/L 2021 UIN AR-RANIRY BANDA ACEH 

A. Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) UIN Ar-Raniry Banda Aceh 

 Terbitnya Surat Edaran Bersama Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala 

Bappenas serta Surat Menteri Keuangan Nomor S-122/MK.2/2020 dan 

B.517/M.PPN/D.8/PP.04.03/05/2020 tentang Pedoman Redesain Sistem Perencanaan dan 

Penganggaran (RSPP) yang diataranya dilatar belakangi oleh beberapa hal antara lain: 

1. Program belanja pusat dan daerah saat ini tidak sinkron sehingga capaian kinerjanya tidak optimal; 

2. Program yang digunakan dalam dokumen Perencanaan dan dokumen penganggaran berbeda, 

sehingga sulit dikonsolidasikan; 

3. Rumusan Nomenklatur Program dan Outcome dari sebuah program tidak terlihat secara langsung

 (bersifat normatif); dan 

4. Informasi kinerja pembangunan yang tertuang dalam dokumen perencanaan penganggaran sulit 

dipahami oleh publik. 

 Dari sisi tujuan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP)ini diharapakan 

dapat:  

1. Mengimplementasikan kebijakan Money Follow Program dan penguatanan penganggaran 

berbasis kinerja; 

2. Meningkatkan konvergensi Program dan Kegiatan antar Kementerian/Lembaga dan mengurangi 

tumpang tindih; 

3. Meningkatkan keselarasan rumusan program, kegiatan, dan informasi kinerja agar mudah 

dipahami publik; 

4. Mendorong Kementerian/Lembaga untuk menerapkan prinsip value for money; 

5. Meningkatkan integrasi belanja antar Kementerian/Lembaga dan belanja Pusat-Daerah. 

 Dengan adanya Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) berdampak kepada 

penyederhanaan program, penyesuaian nomenklatur output menjadi Klasifikasi Rincian Output 

(KRO) dan Rincian Output (RO) serta membawa manfaat berupa: 

1. Hubungan logika aktivitas (outuput-outcome) dapat tergambar dengan lebih jelas; 

2. Adanya sinergi antar unit eselon I dalam mencapai output dan  outcome program; 

3. Tidak adanya overlapping  kegiatan dan fokus pada  kegiatan yang mendukung output program, 

sehingga menghasilkan efisiensi anggaran; 

4. Integrasi IT serta penataan organisasi yang lebih baik; 
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5. Secara makro akan terlihat keterkaitan/keselarasan antara: visi misi Presiden, fokus 

pembangunan (arahan Presiden), 7 (tujuh) agenda pembangunan, dan tugas fungsi K/L dan 

Daerah; dan 

6. Rumusan nomenklatur baik untuk program/ outcome/ kegiatan/ output mencerminkan “real 

work (eye catching)”. 

Penerapan Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP) berimplikasi berupa: 

1. Outcome mencerminkan hasil kerja Program yang ingin dicapai secara Nasional. Bagi Program 

lintas K/L, maka rumusan Sasaran Program dan Indikator dapat dirumuskan sesuai dengan tusi 

dan kontribusinya; 

2. Kegiatan tidak disusun dengan nomenklatur yang identik dengan Satker vertikal dari K/L, namun 

lebih mencerminkan aktivitas yang dilaksanakan oleh Unit untuk menghasilkan keluaran dalam 

rangka mendukung terwujudnya sasaran; 

3. Keluaran harus mencerminkan “real work” atau “eye cathing” merupakan produk akhir dari 

pelaksanaan kegiatan dengan rumusan KRO dan RO. 

Definisi dan Ruang Lingkup RO dan KRO: 

1. Klasifikasi Rincian Output (KRO), merupakan kumpulan atas keluaran (output) 

Kementerian/Lembaga (Rincian Output-RO) yang disusun dengan mengelompokkan atau 

mengklasifikasikan muatan keluaran (output) yang sejenis/serumpun berdasarkan 

sektor/bidang/jenis tertentu secara sistematis. 

2. Rincian Output (RO), keluaran (output) riil yang sangat spesifik yang dihasilkan oleh unit kerja 

Kementerian/Lembaga yang berfokus pada isu dan/atau lokasi tertentu serta berkaitan langsung 

dengan tugas dan fungsi unit kerja tersebut dalam mendukung pencapaian sasaran kegiatan 

yang telah ditetapkan. 

 Berikut adalah tabel yang membandingkan secara ringkas karakteristik KRO dan RO : 

KRO RO 

Barang atau Jasa Barang atau Jasa 

Kelompok Output Mencakup Fokus/Lokus 

Bukan Output Riil Output Riil Unit Kerja 

Bersifat Umum Bersifat Sangat Spesifik (Unik) 

Digunakan oleh banyak (semua) 
Kementerian/Lembaga 

Mencerminkan Tugas dan Fungsi Unit Kerja 
Pelaksana Kegiatan 

Mempunyai volume dan Satuan Mempunyai volume dan mempunyai Satuan yang 
sama dengan KRO 

Standar dan Tertutup Terbuka 

Comparable   
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 Berikut adalah gambar yang menjelaskan secara ringkas hubungan KRO dan RO sama 

redesain sistem penganggaran: 

 

 Daftar penyesuaian program, KRO dan RO untuk UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan Satuan Kerja 

dibawahnya sebagai dampak dari penerapan RSPP: 

KEGIATAN KRO RO KOMPONEN 

025.04.DK.2132  
Peningkatan Akses, Mutu, 
Relevansi, dan Daya Saing 
Pendidikan Tinggi 
Keagamaan Islam 

025.04.DK.2132.BEJ 
BANTUAN 
PENDIDIKAN TINGGI 
(Orang) 

025.04.DK.2132.BEJ.007 Bidik 
Misi PTAI 

025.04.DK.2132.BEJ.007.052 
Bidik Misi (on going 2019 - 2 
semester) 

025.04.DK.2132.BEJ.007.053 
Bidik Misi (on going 2018 - 2 
semester) 

025.04.DK.2132.BEJ.007.054 
Bidik Misi (on going 2017 - 1 
semester) 

025.04.DK.2132.BEJ.012 PIP 
Kuliah 

025.04.DK.2132.BEJ.012.052 KIP 
Kuliah (On Going 2020: 
2semester) 

025.04.DK.2132.EAA 
LAYANAN 
PERKANTORAN 
(Layanan) 

025.04.DK.2132.EAA.001 
Operasional Perkantoran 
PNBP/BLU  

025.04.DK.2132.EAA.001.002 
Operasional Perkantoran 
PNBP/BLU 

025.04.DK.2132.EAC 
LAYANAN UMUM 
(Layanan) 

025.04.DK.2132.EAC.001 
Layanan penyelenggaraan 
PTKI melalui PNBP BLU 

025.04.DK.2132.EAC.001.052 
Penyelenggara PTKIN bersumber 
BLU 

025.04.DK.2132.EAD 
LAYANAN SARANA 
INTERNAL (Unit) 

025.04.DK.2132.EAD.001 
Peralatan Mesin dan Fasilitas 
Perkantoran 

025.04.DK.2132.EAD.001.051 
Peralatan Mesin dan Fasilitas 
Perkantoran 

025.04.DK.2132.EAE 
LAYANAN 
PRASARANA 
INTERNAL (Unit) 

025.04.DK.2132.EAE.002 
Pembangunan dan Rehab 
Gedung Bangunan 

025.04.DK.2132.EAE.002.051 
Pembangunan Gedung 

025.04.DK.2132.EAE.002.052 
Rehab Gedung 

025.04.WA.2135  Dukungan 
Manajemen Pendidikan dan 
Pelayanan Tugas Teknis 
Lainnya Pendidikan Islam 

025.04.WA.2135.EAA 
LAYANAN 
PERKANTORAN 
(Layanan) 

025.04.DK.2135.EAA.001 Gaji 
dan Tunjangan PNS 

025.04.DK.2135.EAA.001.001 Gaji 
dan Tunjangan PNS 

025.04.DK.2135.EAA.002 
Operasional dan Pemeliharaan 
Perkantoran 

025.04.DK.2135.EAA.002.002 
Operasional dan Pemeliharaan 
Kantor PTKIN 
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B. Kebijakan Penyusunan Rencana Kerja UIN Ar-Raniry Banda Aceh 

 Penyusunan rencana kerja dan anggaran TA 2021 merupakan bagian dari pencapaian visi, 

misi, tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dalam Renstra UIN 

Ar-Raniry Banda Aceh TA 2020 s/d 2024. Renstra UIN Ar-Raniry Banda Aceh merumuskan tujuan 

yang merujuk kepada 6 (enam) tujuan Renstra Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis) 

2020-2024 yang kemudian berdasarkan tugas dan fungsinya dijabarkan menjadi: 1) Menguatkan 

moderasi beragama dan kerukunan umat beragama dalam pengajaran dan pembelajaran di UIN Ar-

Raniry Banda Aceh dalam rangka membangun budaya dan karakter bangsa serta menjadikan UIN Ar-

Raniry Banda Aceh sebagai pusat kajian Peradaban Islam dengan perspektif moderasi beragama 

Islam, 2) Meningkatkan pemerataan akses layanan UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang berkualitas dan 

merata di semua jenjang secara terkendali, dengan memperhatikan pemerataan antara daerah dan 

mahasiswa dari keluarga yang kurang mampu, 3) Meningkatkan kualitas lulusan, produktivitas dan 

daya saing UIN Ar-Raniry Banda Aceh menuju World Class University, dan 4) Mengoptimalkan 

budaya birokrasi kepemerintahan yang bersih, melayani dan responsif untuk mendukung 

pelaksanaan pengembangan UIN Ar-Raniry Banda Aceh, termasuk pengarusutamaan gender untuk 

meningkatkan rasa keadilan. 

 Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan Renstra UIN Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2020-2024 

tersebut maka dirumuskan sasaran strategis yang mengacu kepada sasaran strategis Kementerian 

Agama dan sasaran strategis Dirjen Pendis Kementerian Agama tahun 2020-2024 sebagai berikut: (1) 

Meningkatnya kualitas moderasi beragama dan kerukunan umat di UIN Ar-Raniry Banda Aceh, (2) 

Meningkatnya kualitas pembelajaran dan pengajaran di UIN Ar-Raniry Banda Aceh, (3) 

Meningkatnya pemerataan akses pendidikan yang berkualitas di UIN Ar-Raniry Banda Aceh, (4) 

Meningkatnya kualitas penjaminan mutu UIN Ar-Raniry Banda Aceh, (5) Meningkatnya kualitas tata 

kelola UIN Ar-Raniry Banda Aceh, (6) Meningkatnya kualitas mental/karakter mahasiswa UIN Ar-

Raniry Banda Aceh, (7) Meningkatnya kualitas pendidikan dan pelatihan vokasi UIN Ar-Raniry Banda 

Aceh, (8) Menguatnya pendidikan UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang berkualitas, (9) Meningkatnya 

kualitas tata kelola kepemerintahan UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang efektif, transparan dan 

akuntabel. 

Penyusunan program anggagaran pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh melalui 2 (dua) 

pendekatan sumber data, yaitu: 1) Top down sources yaitu program-program yang berasal dari 

kebijakan pusat (RKP/Kemenag) dan program-program strategis UIN Ar-Raniry yang bersifat 

menyeluruh yang harus dijalankan setiap unit kerja, dan 2) Bottom up sources, yaitu program-
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program usulan dari setiap unit kerja dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi serta pencapaian-

pencapaian yang telah diamanatkan sesuai Rencana Strategis. Hal ini dapat tergambarkan melalui 

gambar dibawah ini: 

 

Untuk menghimpun data perencanaan dimaksud, setiap unit kerja melalukan proses 

pengumpulan data dengan melibatkan seluruh stake holder di unit kerja masing-masing.  

 

 

C. Klasifikasi Akun Pendapatan dan Jenis Belanja 

 Penerapan penganggaran berbasis kinerja di bidang perencanaan dan penganggaran 

menjadi hal penting yang mendasari pencapaian pengelolaan keuangan negara sesuai dengan 

prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Pengukuran kinerja tersebut dilaksanakan 

dengan didasarkan pada pengungkapan informasi kinerja berupa capaian output dan outcome. 
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Untuk memperoleh informasi tersebut, diperlukan penggunaan dasar pengukuran yang sama dalam 

suatu siklus pengelolaan keuangan negara. Siklus pengelolaan keuangan negara dimaksud, yang 

dimulai dari tahap perencanaan, penganggaran,pelaksanaan anggaran hingga pertanggungjawaban 

keuangan negara. 

 Salah satu upaya untuk mewujudkan hal tersebut adalah dengan melalui Bagan Akun 

Standar. Bagan akun standar merupakan daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan 

yang disusun dan digunakan secara sistematis sebagai pedoman dalam perencanaan, penganggaran, 

pelaksanaan anggaran, dan pelaporan keuangan pemerintah. Kodefikasi ini digunakan dalam sistem 

yang terintegrasi. Integrasi dilaksanakan dengan penggunaan klasifikasi atau kode pengukuran yang 

sama untuk setiap tahapan dalam siklus pengelolaan keuangan negara. Dengan menggunakan 

klasifikasi yang sama pada tahapan perencanaan, penganggaran hingga pertanggungjawaban, Bagan 

Akun Standar merupakan suatu pedoman dalam pencatatan seluruh transaksi keuangan 

pemerintah. 

 Penetapan penggunaan Bagan Akun Standar sebagai pedoman dalam mekanisme 

pengelolaan keuangan negara didahului dengan pembentukan suatu kerangka dasar dalam bentuk 

satu kerangka kerja Bagan Akun Standar. Dengan adanya kerangka kerja ini, maka Bagan Akun 

Standar memfasilitasi kebutuhan klasifikasi para penggunanya. Bagan Akun Standar tidak hanya 

menyajikan akun yang secara umum digunakan untuk tujuan pelaporan keuangan seperti akun aset, 

kewajiban, modal, pendapatan, belanja, pembiayaan, dan lain-lain. Oleh karena itu pada bagian ini 

kami mencoba membatasi penjelasan ini hanya pada akun pendapatan dan jenis belanja yang 

digunakan pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh. 

 

1. Akun Pendapatan 

 Akun pendapatan yang dimaksud adalah biaya pungutan yang dilakukan oleh masing-masing 

satuan kerja khususnya pada UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Adapun penggunaan Akun pendapatan yang 

dipergunakan adalah sebagai berikut: 

a) Akun Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) 

▪ Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan (425411) Digunakan untuk mencatat 

pendapatan yang berasal dari Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan  padaSekolah  

maupun PerguruanTinggi Pemerintah (PTP) 

▪ Pendapatan Biaya Pendidikan (425412) Digunakan   untuk mencatat  pendapatan  

yang  berasal  dari  Biaya  Pendidikan  di  Sekolah maupun  PTP  yang  dibayarkan  

selama  masa  pendidikan  antara  lain berupa  uang  kuliah  tunggal,  SPP,  uang  
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praktikum,  cuti  akademik, semester pendek, bimbingan karya ilmiah akhir, Praktik 

Kerja Lapangan, ujian remedial, dan ujian komprehensif. 

▪ Pendapatan penelitian, pengembangan, dan pengabdian masyarakat (425413) 

Digunakan untuk mencatat pendapatan darikegiatan penelitian,pengembangan,dan 

pengabdian  masyarakat yang dilakukan  oleh Sekolah  maupun  PTP,  antara  lain  

kerjasama  dengan instansi  pemerintah/swasta dalam rangka kajian reorientasi 

pembangunan  pedesaan, kajian  dalam  kebijakan  strategis  dalam pemetaan 

cluster sektor  unggulan, kajian  pemberdayaan  ekonomi rakyat berbasis ekonomi 

kreatif). 

▪ Pendapatan pendidikan lainnya (425419) Digunakan untuk mencatat seluruh 

pendapatan pendidikan pada Sekolah maupun PTP selain pendapatan ujian 

masuk/seleksi masuk pendidikan,pendapatan biaya pendidikan,dan pendapatan 

penelitian, pengembangan,  dan  pengabdian  masyarakat. Antara  lain  berupa 

wisuda, kartu perpustakaan, penjualan hasil praktik pendidikan, dan pendapatan 

tryout. 

b) Akun Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) 

▪ Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan (424112) Digunakan untuk mencatat 

pendapatan BLU yang berasal  dari sekolah maupun PTN yang menyelenggarakan 

pendidikan baik di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional maupun di 

kementerian lainnya. 

▪ Pendapatan Hasil Kerja Sama Lembaga/Badan Usaha (424312) adalah  pendapatan 

BLU yang diperoleh dari hasil kegiatan kerjasama denga pihak lain : Lembaga/Badan 

Usaha. 

▪ Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU (424911) digunakan untuk mencatat 

pendapatan jasa giro dan layanan perbankan yang diterima oleh Badan Layanan 

Umum. 

2. Jenis Belanja 

 Penyelarasan  norma  anggaran  dan  norma  akuntansi  dalam rangka sinkronisasi  

perencanaan  anggaran  melalui  penyusunan  RKA-K/L  dan pelaksanaan  anggaran  melalui  

penyusunan  laporan  keuangan  dengan memakai  norma  Bagan Akun Standar. Penyempurnaan  

dilakukan  secara terus menerus dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi proses  

penganggaran. Saat ini ketentuan yang mengatur Jenis Belanja di dalam  Bagan Akun Standar adalah 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 214/PMK.05/2013 tentang  Bagan Akun Standar  dan 
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Keputusan  Direktur Jenderal Perbendaharaan NomorKEP-211/PB/2018 tentang Kodefikasi Segmen 

Akun pada Bagan Akun Standar  dan KEP-211/PB/2018 tentang Pemutakhiran Kodefikasi  Segmen  

Akun  pada  Bagan  Akun  Standar. Adapun penerapan Jenis Belanja pada Perguruan Tinggi 

Keagamaan Islam Negeri (PTKIN)adalah sebagai berikut: 

a) Belanja Pegawai (51) merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang 

atau barang, yang harus dibayarkan kepada pegawai pemerintah dalam maupun luar negeri 

baik kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh 

pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah 

dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas fungsi unit organisasi pemerintah selama 

periode tertentu, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Belanja 

pegawai meliputi: 

▪ Belanja gaji dan tunjangan PNS 

▪ Belanja gaji dan tunjangan Non PNS 

▪ Belanja lembur 

b) Belanja Barang (52) adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang 

habis dipakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak 

dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada 

masyarakat dan belanja perjalanan. Belanja barang meliputi: 

▪ Belanja barang operasional dan non operasional 

▪ Belanja barang persediaan 

▪ Belanja jasa 

▪ Belanja pemeliharaan 

▪ Belanja perjalanan 

▪ Belanja barang dan jasa BLU 

c) Belanja Modal (53) adalah pengeluaran anggaran dalam rangka memperoleh atau 

menambah asset tetap dan/atau asset lainnya yang memberi manfaat ekonomis lebih dari 

satu periode (12 bulan) serta melebihi batasan nilai minimum kapitalisasi asset tetap atau 

asset lainnya yabg ditetapkan pemerintah. Belanja Modal dapat dikategorikan dalam 

6(enam) kategori utama: 

▪ Belanja modal tanah 

▪ Belanja modal peralatan dan mesin 

▪ Belanja modal gedung dan bangunan 

▪ Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan 
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▪ Belanja modal lainnya 

▪ Belanja modal BLU 

d) Belanja Sosial (57) adalah pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang 

diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan 

terjadinya resiko sosial, meningkatnya kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan 

masyarakat. Bantuan sosial yang diberikan meliputi: Belanja bantuan sosial untuk 

perlindungan sosial. 

 

D. Akun Belanja yang Digunakan Untuk Penyusunan RKA-K/L Di UIN Ar-Raniry Banda Aceh 

 Penyelarasan  norma  anggaran  dan  norma  akuntansi  dimaksudkan  untuk mensinkronkan  

perencanaan  anggaran  melalui  penyusunan  RKA-KL  dan pelaksanaan anggaran  melalui  

penyusunan  laporan  keuangan  dengan memakai  norma  Bagan Akun Standar. Penyempurnaan  

dilakukan  secara terus menerus dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi proses 

penganggaran. Ada  beberapa Akun  di  dalam  jenis  belanja yang  lazim  digunakan  untuk kegiatan 

di UIN Ar-Raniry Banda Aceh, di antaranya adalah: 

a) Belanja Pegawai (51) 

Kode Akun Penjelasan Penggunaan 
511111 Belanja Gaji Pokok PNS Digunakan untuk 

mencatat pembayaran gaji pokok PNS 
Alokasi sudah memperhitungkan Gaji ke-
13 dan Gaji ke-14. 

511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS Digunakan untuk 
mencatat pengeluaran pembayaran 
pembulatan gaji pokok PNS 

Alokasi sudah memperhitungkan Gaji ke-
13 dan Gaji ke-14. 

511121 Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS Digunakan 
untuk mencatat pengeluaran pembayaran 
tunjangan suami/istri PNS. 

Alokasi sudah memperhitungkan Gaji ke-
13 dan Gaji ke-14. 

511122 Belanja Tunjangan Anak PNS Digunakan untuk 
mencatat pengeluaran pembayaran tunjangan 
anak PNS. 

Alokasi sudah memperhitungkan Gaji ke-
13 dan Gaji ke-14. 

511123 Belanja Tunjangan Struktural PNS Digunakan 
untuk mencatat pengeluaran pembayaran 
tunjangan struktural PNS. 

Alokasi sudah memperhitungkan Gaji ke-
13 dan Gaji ke-14. 

511124 Belanja Tunjangan Fungsional PNS Digunakan 
untuk mencatat pengeluaran pembayaran 
tunjangan PPh PNS. 

Alokasi sudah memperhitungkan Gaji ke-
13 dan Gaji ke-14. 

511125 Belanja Tunjangan PPh PNS Digunakan untuk 
mencatat pengeluaran pembayaran tunjangan 
PPh PNS. 

Alokasi sudah memperhitungkan Gaji ke-
13 dan Gaji ke-14. 

511126 Belanja Tunjangan Beras PNS Digunakan untuk 
mencatat pengeluaran pembayaran tunjangan 
beras berbentuk uang maupun natura. 

Cukup Jelas 

511129 Belanja Uang Makan PNS Digunakan untuk 
mencatat pengeluaran pembayaran tunjangan 
uang makan PNS 

Cukup Jelas 
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511151 Belanja Tunjangan Umum PNS Digunakan 
untuk mencatat pembayaran tunjangan 
umum/tambahan tunjangan umum PNS, 
termasuk PNS TNI/Polri sesuai Peraturan 
Presiden No. 12 Tahun 2006. 

Cukup Jelas 

511153 Belanja Tunjangan Profesi Digunakan untuk 
mencatat pembayaran Tunjangan Profesi 
Dosen, dengan mencantumkan jumlah dosen 
penerima tunjangan dengan volume satuan 1 
(satu) tahun 

Cukup Jelas 

511154 Tunjangan Kehormatan Profesor digunakan 
untuk mencatat pembayaran tunjangan 
kehormatan profesor dengan mencantumkan 
jumlah profesor penerima tunjangan dengan 
volume 1 tahun 

Cukup Jelas 

511521 Belanja Tunjangan Tenaga Pendidik Non PNS 
digunakan untuk mencatat tunjangan tenaga 
pendidik non PNS, termasuk tunjangan profesi 
guru dan dosen non PNS 

Cukup Jelas 

512211 Belanja Uang Lembur digunakan untuk 
mencatat pembayaran uang lembur termasuk 
uang makan yang dibayarkan dalam rangka 
lembur. Uang lembur dirinci sesuai jumlah 
pegawai/golongan/jam dan uang makan 
lembur dirinci sesuai jumlah 
pegawai/golongan/hari 

Cukup Jelas 

512411 Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan) 
digunakan untuk pembayaran tunjangn 
khusus/kegiatan dan pembiayaan 
kepegawaian lainnya di dalam negeri sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku. Tunjangan 
diberikan kepada pegawai yang berhak 
mendapat tunjangan kinerja, dengan merinci 
jumlah pegawai dan besaran tunjangan pada 
masing-masing jabatannya (grading) selama 13 
bulan 

Cukup Jelas 

511137 Belanja Tunjangan Tugas Belajar digunakan 
untuk pengeluaran pemabyaran tunjangan 
tugas belajar tenaga pengajar biasa pada PT 
untuk mengikuti pendidikan Pasca Sarjana PNS 

Cukup Jelas 
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b) Belanja Barang (52) 

Kode Akun Penjelasan Penggunaan 

Belanja Barang 
521111 Belanja Keperluan Perkantoran Digunakan untuk mencatat membiayai keperluan 

sehari-hari perkantoran yang 
secara langsung menunjang kegiatan operasional 
Kementerian negara/ lembaga, 
namun tidak menghasilkan barang persediaan yang 
terdiri antara lain : 
- Satuan biaya yang dikaitkan dengan jumlah 
pegawai yaitu langganan suratkabar/ berita/majalah, 
biaya minum/makanan kecil untuk rapat, biaya 
penerimaan tamu. 
- Satuan biaya yang tidak dikaitkan dengan jumlah 
pegawai antara lain biaya satpam/pengaman kantor, 
cleaning service, sopir, tenaga lepas (yang 
dipekerjakan secara kontraktual), telex, internet, 
komunikasi khusus diplomat, pengurusan 
penggantian sertifikat tanah yang hilang, 
pembayaran PBB. 
- Digunakan untuk mencatat membiayai 
pengadaan/penggantian inventaris yang 
berhubungan dengan penyelenggaraan administrasi 
kantor/satker di bawah nilai kapitalisasi. 

521113 Belanja Penambah Daya Tahan 
Tubuh 

Digunakan untuk mencatat membiayai pengadaan 
bahan makanan/ minuman/ 
obat-obatan yang diperlukan dalam menunjang 
pelaksanaan kegiatan operasional 
kepada pegawai. 

521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos 
Pusat 

Digunakan untuk mencatat membiayai Pengiriman 
surat menyurat dalam rangka 
kedinasan yang dibayarkan oleh Kementerian 
Negara/lembaga. 

521115 Belanja Honor Operasional Satuan 
Kerja 

Honor tidak tetap yang digunakan untuk kegiatan yang 
terkait dengan operasional kegiatan satuan kerja seperti, 
honor pejabat kuasa pengguna anggaran, honor pejabat 
pembuat komitmen, honor pejabat penguji SPP dan 
penanda tangan SPM, Honor Bendahara 
Pengeluaran/Pemegang Uang Muka, Honor Staf Pengelola 
Keuangan, Honor Pengelola PNBP (honor atasan langsung, 
bendahara dan sekretariat), honor pengelola satuan 
kerja(yang mengelola gaji pada Kementerian Pertahanan), 
honor Tim SAI (Pengelola SAK dan SIMAK-BMN). Honor 
Operasional Satuan Kerja merupakan honor yang 
menunjang kegiatan operasional yang bersangkutan dan 
pembayaran honornya dilakukan secara terus menerus 
dari awal sampai dengan akhir tahun anggaran. 

521119 Belanja Barang Operasional 
Lainnya 

Digunakan untuk mencatat membiayai pengadaan 
barang yang tidak dapat 
ditampung dalam mata anggaran 521111, 521112, 
521113, 521114, 521115 dalam 
rangka kegiatan operasional satker dan tidak 
menghasilkan barang persediaan. 
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521211 Belanja Bahan Digunakan untuk mencatata pengeluaran yang 
digunakan untuk pembayaran 
biaya bahan pendukung kegiatan (yang habis 
dipakai) seperti : 
- Konsumsi/bahan makanan; 
- Dokumentasi; 
- Spanduk; 
- Biaya fotokopi; 
yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan non 
operasional seperti pameran, 
seminar, sosialisasi, rapat, diseminasi dan lain lain 
yang terkait langsung dengan 
output suatu kegiatan dan tidak menghasilkan 
barang persediaan. 

521213 Belanja Honor Output Kegiatan Honor tidak tetap yang dibayarkan kepada pegawai 
yang melaksanakan kegiatan 
dan terkait dengan output seperti : honor untuk 
Pelaksana Kegiatan Penelitian, honor penyuluh non 
PNS, Honor Tim Pelaksana Kegiatan (pengarah, 
penanggung jawab, koordinator, ketua, sekretaris, 
anggota dan staf sekretariat), Honor Pejabat 
Pengadaan Barang/Jasa, Honor Panitia Pengadaan 
Barang/Jasa, Honor Panitia Pemeriksa Penerima 
Barang/Jasa, untuk pengadaan yang tidak 
menghasilkan Aset Tetap/Aset Lainnya, termasuk 
juga vakasi. Honor Output Kegiatan dapat digunakan 
untuk biaya honor yang timbul sehubungan 
dengan/dalam rangka 
penyerahan barang kepada masyarakat. Honor 
Output Kegiatan merupakan honor yang dibayarkan 
atas pelaksanaan kegiatan yang insidentil dan dapat 
dibayarkan tidak terus menerus dalam satu tahun. 

521219 Belanja Barang Non Operasional 
Lainnya 

Digunakan untuk pengeluaran yang tidak dapat 
ditampung dalam kelompok Akun Belanja Barang 
Non Operasional. Belanja Barang Non Operasional 
Lainnya dapat digunakan untuk biaya-biaya Crash 
Program. Belanja Barang Non Operasional Lainnya 
dapat digunakan untuk pemberian beasiswa kepada 
pegawai di lingkup K/L atau di luar lingkup satker. 
Belanja Barang Non Operasional Lainnya tidak 
menghasilkan barang persediaan. 

521231 Belanja Barang Pemberian 
Penghargaan dalam bentuk uang 

Digunakan untuk mencatat Belanja Bantuan 
Pemerintah untuk pemberian 
penghargaan dalam bentuk uang, sesuai dengan 
Peraturan Menteri Keuangan yang 
mengatur mengenai Mekanisme Pelaksanaan 
Anggaran Bantuan Pemerintah pada 
Kementerian Negara/Lembaga. Akun ini dicatat 
dengan menggunakan pendekatan 
beban dalam akuntansi dan pelaporannya. 

521232 Belanja Barang Pemberian 
Beasiswa Non PNS dalam bentuk 
uang 

Digunakan untuk mencatat Belanja Bantuan 
Pemerintah untuk pemberian 
beasiswa Non PNS dalam bentuk uang, sesuai 
dengan Peraturan Menteri Keuangan 
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yang mengatur mengenai Mekanisme Pelaksanaan 
Anggaran Bantuan Pemerintah 
pada Kementerian Negara/Lembaga. Akun ini dicatat 
dengan menggunakan 
pendekatan beban dalam akuntansi dan 
pelaporannya. 

521233 Belanja Barang Pemberian 
Bantuan Operasional dalam 
bentuk uang 

Digunakan untuk mencatat Belanja Bantuan 
Pemerintah untuk pemberian 
bantuan operasional dalam bentuk uang, sesuai 
dengan Peraturan Menteri 
Keuangan yang mengatur mengenai Mekanisme 
Pelaksanaan Anggaran Bantuan 
Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga. 
Akun ini dicatat dengan 
menggunakan pendekatan beban dalam akuntansi 
dan pelaporannya. 

521234 Belanja Barang Pemberian 
Penghargaan dalam bentuk barang 

Digunakan untuk mencatat Belanja Bantuan 
Pemerintah untuk pemberian 
penghargaan dalam bentuk barang, sesuai dengan 
Peraturan Menteri Keuangan 
yang mengatur mengenai Mekanisme Pelaksanaan 
Anggaran Bantuan Pemerintah 
pada Kementerian Negara/Lembaga, dalam bentuk 
sarana/prasarana. Akun ini 
dicatat dengan menggunakan pendekatan aset 
dalam akuntansi dan pelaporannya. 

521811 Belanja Barang Persediaan Barang 
Konsumsi 

Digunakan untuk mencatat belanja barang yang 
menghasilkan persediaan berupa 
barang konsumsi, seperti: 
- ATK; 
- Bahan cetakan; 
- Alat-alat rumah tangga; 
- dll 

Belanja Jasa 

522111 Belanja Langganan Listrik Belanja langganan listrik, termasuk belanja apabila 
terjadi denda atas keterlambatan pembayaran 
tagihan langganan listrik. 

522112 Belanja Langganan Telepon Belanja langganan telepon, termasuk belanja apabila 
terjadi denda atas keterlambatan pembayaran 
tagihan langganan telepon. 

522113 Belanja Langganan Air Belanja langganan air, termasuk belanja apabila 
terjadi denda atas keterlambatan 
pembayaran tagihan langganan air. 

522119 Belanja Langganan Daya dan Jasa 
Lainnya 

Belanja langganan daya dan jasa lainnya, termasuk 
belanja apabila terjadi denda 
atas keterlambatan pembayaran tagihan langganan 
daya dan jasa lainnya. 

522121 Belanja Jasa Pos dan Giro Digunakan untuk pembayaran jasa perbendaharaan 
yang telah dilaksanakan oleh 
kantor pos diseluruh Indonesia. 

522131 Belanja Jasa Konsultan Digunakan untuk pembayaran jasa konsultan secara 
kontraktual termasuk jasa 
pengacara yang outputnya tidak menghasilkan Aset 
Lainnya. Jasa Konsultansi 
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adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan 
keahlian tertentu diberbagai 
bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah 
pikir (brainware). 

522141 Belanja Sewa Digunakan untuk pembayaran sewa (misalnya sewa 
kantor/gedung/ruangan, atau 
sewa lainnya). 

522151 Belanja Jasa Profesi Belanja untuk pembayaran honorarium narasumber 
yang diberikan kepada pegawai negeri/non-pegawai 
negeri sebagai narasumber, pembicara, praktisi, 
pakar yang memberikan informasi/pengetahuan 
kepada pegawai negeri lainnya/masyarakat. 
Honorarium narasumber pegawai negeri dapat 
diberikan mengacu pada ketentuan tentang standar 
biaya. 

522191 Belanja Jasa Lainnya Digunakan untuk pembayaran jasa yang tidak bisa 
ditampung pada kelompok 
akun 52211, 52212, 52213, 52214, dan 52215. Jasa 
Lainnya adalah jasa yang 
membutuhkan kemampuan tertentu yang 
mengutamakan keterampilan (skillware) 
dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal 
luas di dunia usaha untuk 
menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala 
pekerjaan dan/atau penyediaan jasa 
selain Jasa Konsultansi, pelaksanaan Pekerjaan 
Konstruksi dan pengadaan Barang 

Belanja Pemeliharaan 

523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan 
Bangunan 

- Pengeluaran pemeliharaan/perbaikan yang 
dilaksanakan sesuai dengan 
Standar Biaya Umum. Dalam rangka 
mempertahankan gedung dan bangunan 
kantor dengan tingkat kerusakan kurang dari atau 
sampai dengan 2%; dan 
- Pemeliharaan/perawatan halaman/taman 
gedung/kantor agar berada dalam 
kondisi normal (tidak memenuhi syarat kapitalisasi 
aset tetap gedung dan 
bangunan). 

523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan 
dan Mesin 

Digunakan untuk mencatat pemeliharaan/perbaikan 
untuk mempertahankan peralatan dan mesin agar 
berada dalam kondisi normal yang tidak memenuhi 
syarat kriteria kapitalisasi aset tetap peralatan dan 
mesin. 

523123 Belanja Barang Persediaan 
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 

Digunakan untuk mencatat belanja barang yang 
menghasilkan persediaan berupa 
bahan untuk pemeliharaan peralatan dan mesin. 
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c) Belanja Perjalanan (524) 

▪ Belanja perjalanan dinas dalam negeri (5241), yaitu pengeluaran-pengeluaran untuk 

perjalanan dinas dalam negeri. Berdasarkan Surat Dirjen Perbendaharaan Nomor:S-

4599/PB/2013 tanggal 03 Juli 2013 tentang penjelasan lebih lanjut penggunaan akun 

perjalanan dinas berdasarkan Surat Menkeu Nomor S-2056/MK.5/2013, akun 

perjalanan dinas dalam negeri terdiri dari belanja perjalanan dinas biasa, belanja 

perjalanan dinas tetap, belanja perjalanan dinas dalam kota, belanja perjalanan 

dinas paket meeting dalam kota, dan belanja perjalanan dinas paket meeting luar 

kota. Penjelasan untuk setiap akun adalah sebagai berikut: 

Kode 
Akun 

Penjelasan Penggunaan 

524111 Beban Perjalanan Dinas Biasa Digunakan untuk mencatat pengakuan beban atas 
perjalanan dinas jabatan yang melewati batas kota dan 
perjalanan dinas pindah sesuai dengan PMK yang 
mengatur mengenai perjalanan dinas dalam negeri bagi 
pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak 
tetap. Perjalanan dinas jabatan yang melewati batas 
kota meliputi: 
a) Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada 
jabatan; 
b) Pengumandahan (Detasering); 
c) Menempuh ujian dinas/ujian jabatan; 
d) Menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai 
Negeri atau menghadap seorang dokter penguji 
kesehatan; 
e) Memperoleh pengobatan; 
f) Mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan 
Majelis Penguji Kesehatan 
Pegawai Negeri; 
g) Mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; 
h) Mengikuti diklat; 
i) Menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman 
jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang 
meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas; 
j) Menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman 
jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang 
meninggal dunia dari tempat kedudukan yang terakhir 
ke kota tempat pemakaman. 

524112 Beban Perjalanan Dinas Tetap Digunakan untuk mencatat pengakuan beban 
perjalanan dinas tetap yang dihitung dengan 
memperhatikan jumlah pejabat yang melaksanakan 
perjalanan dinas. Pengeluaran oleh Kementerian 
Negara/Lembaga untuk kegiatan pelayanan 
masyarakat. Contoh: Perjalanan dinas oleh tenaga 
penyuluh pertanian, juru penerang, penyuluh agama, 
dan lainnya.  

524113 Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota Digunakan untuk mencatat pengakuan beban 
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perjalanan dinas yang dilaksanakan di dalam kota 
sesuai dengan peraturan menteri keuangan yang 
mengatur mengenai perjalanan dinas dalam negeri bagi 
pejabat negara, pegawai negeri dan pegawai tidak 
tetap. Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di 
dalam kota, meliputi: 
a) Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada 
jabatan; 
b) Pengumandahan (Detasering); 
c) Menempuh ujian dinas/ujian jabatan; 
d) Menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai 
Negeri atau menghadap 
seorang dokter penguji kesehatan; 
e) Memperoleh pengobatan; 
f) Mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan 
Majelis Penguji Kesehatan 
Pegawai Negeri; 
g) Mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; 
h) Mengikuti diklat; 
i) Menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman 
jenazah Pejabat Negara/Pegawai Negeri yang 
meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas. 

524114 Beban Perjalanan Dinas Paket 
Meeting Dalam Kota 

Digunakan untuk mencatat pengakuan beban 
perjalanan dinas dalam rangka kegiatan rapat, seminar, 
dan sejenisnya yang dilaksanakan di dalam kota satker 
penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh satker 
penyelenggara maupun yang dilaksanakan di dalam 
kota satker peserta dan biaya perjalanan dinasnya 
ditanggung oleh satker peserta, yang meliputi: 
a) Biaya transportasi peserta, panitia/moderator, 
dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota 
maupun dari luar kota; 
b) Biaya paket meeting (halfday/fullday/fullboard); 
c) Uang saku peserta, panitia/moderator dan/atau 
narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun 
dari luar kota termasuk uang saku rapat dalam kantor 
di luar jam kerja; 
d) Uang harian dan/atau biaya penginapan peserta, 
panitia/moderator, dan/atau narasumber yang 
mengalami kesulitan transportasi. 

524119 Beban Perjalanan Dinas Paket 
Meeting Luar Kota 

Digunakan untuk mencatat pengakuan beban 
perjalanan dinas dalam rangka kegiatan rapat, seminar, 
dan sejenisnya yang dilaksanakan di luar kota satker 
penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh satker 
penyelenggara, serta yang dilaksanakan di luar kota 
satker peserta dengan biaya perjalanan dinas yang 
ditanggung oleh satker peserta, meliputi: 
a) Biaya transportasi peserta, panitia/moderator, 
dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota 
maupun dari luar kota; 
b) Biaya paket meeting (fullboard); 
c) Uang saku peserta, panitia/moderator dan/atau 
narasumber baik yang 
berasal dari dalam kota maupun dari luar kota; 
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d) Uang harian dan/atau biaya penginapan peserta, 
panitia/moderator, dan/atau narasumber yang 
mengalami kesulitan transportasi.Besaran nilai biaya 
paket meeting, uang transpor, uang saku, dan uang 
harian mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai 
standar biaya tahun berkenaan. 

 

▪ Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri(5242) 

Yaitu pengeluaran-pengeluaran untuk perjalanan dinas luar negeri. Terdiri dari 

belanja perjalanan biasa luar negeri, belanja perjalanan dinas tetap luar negeri, 

belanja perjalanan dinas lainnya luar negeri.Penjelasan untuk setiap akun adalah 

sebagai berikut: 

Kode 
Akun 

Penjelasan Penggunaan 

524211 Beban Perjalanan Dinas Biasa - 
Luar Negeri 

Digunakan untuk mencatat pengakuan beban perjalanan dinas 
seperti perjalanan dinas dalam rangka pembinaan/konsultasi, 
perjalanan dinas dalam rangka pengawasan/pemeriksaan, 
mutasi pegawai, mutasi pensiun, pengiriman jenasah 
untuk kepentingan dinas di / ke luar negeri. 

524212 Beban Perjalanan Dinas Tetap - 
Luar Negeri 

Digunakan untuk mencatat pengakuan beban perjalanan dinas 
tetap yang dihitung dengan memperhatikan jumlah pejabat 
yang melaksanakan perjalanan dinas. Pengeluaran oleh 
kementerian Negara/lembaga untuk kegiatan pelayanan 
warga di / ke luar negeri Contoh perjalanan dinas oleh tenaga 
ahli di kedutaan besar atau atase. 

524219 Beban Perjalanan Dinas Lainnya - 
Luar Negeri 

Digunakan untuk mencatat pengakuan beban perjalanan dinas 
lainnya dalam rangka pendukung kegiatan kementerian 
negara/lembaga yang tidak tertampung di dalam pos Beban 
perjalanan biasa dan tetap antara lain biaya perjalanan teknis 
operasional kegiatan bagi kedutaan besar atau atase di luar 
negeri. 

 

d) Belanja Modal (53) 

Kode 
Akun 

  
Penjelasan Penggunaan 

531111   Belanja Modal Tanah Seluruh pengeluaran yang dilakukan untuk 
pengadaan/ pembelian/ pembebasan 
penyelesaian, balik nama, pengosongan, 
penimbunan, perataan, pematangan 
tanah, pembuatan sertifikat tanah serta 
pengeluaran - pengeluaran lain yang 
bersifat administratif sehubungan dengan 
perolehan hak dan kewajiban atas tanah 
pada saat pembebasan/pembayaran ganti rugi 
sampai tanah tersebut siap 
digunakan/ pakai (swakelola/kontraktual). 
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532111   Belanja Modal Peralatan dan Mesin Digunakan untuk mencatat pengadaan 
peralatan dan mesin yang digunakan dalam 
pelaksanaan kegiatan antara lain biaya 
pembelian, biaya pengangkutan, biaya 
instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk 
memperoleh dan mempersiapkan 
sampai peralatan dan mesin tersebut siap 
digunakan. 

532121   Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan 
Mesin 

Belanja Modal setelah perolehan peralatan 
dan mesin yang memperpanjang masa 
manfaat/umur ekonomis, atau yang 
kemungkinan besar memberi manfaat 
ekonomis di masa yang akan datang dalam 
bentuk peningkatan kapasitas, 
produksi atau peningkatan standar kinerja; 
dan memenuhi batasan minimun 
kapitalisasi sesuai dengan peraturan menteri 
keuangan yang mengatur batasan 
minimun kapitalisasi. 

533111   Belanja Modal Gedung dan Bangunan Digunakan untuk mencatat memperoleh 
gedung dan bangunan secara kontraktual 
sampai dengan gedung dan bangunan siap 
digunakan meliputi biaya pembelian 
atau biaya kontruksi, termasuk biaya 
pengurusan IMB, notaris dan pajak 
(kontraktual). 

533121   Belanja Penambahan Nilai Gedung dan 
Bangunan 

Belanja Modal setelah perolehan gedung dan 
bangunan yang memperpanjang masa 
manfaat/umur ekonomis, atau yang 
kemungkinan besar memberi manfaat 
ekonomis di masa yang akan datang dalam 
bentuk peningkatan kapasitas, 
produksi atau peningkatan standar kinerja; 
dan memenuhi batasan minimun 
kapitalisasi sesuai dengan peraturan menteri 
keuangan yang mengatur batasan 
minimum kapitalisasi. 

534111   Belanja Modal Jalan dan Jembatan Digunakan untuk mencatat memperoleh jalan 
dan jembatan sampai siap pakai 
meliputi biaya perolehan atau biaya kontruksi 
dan biaya-biaya lain yang 
dikeluarkan sampai jalan dan jembatan 
tersebut siap pakai. 

534121   Belanja Modal Irigasi Digunakan untuk mencatat memperoleh irigasi 
sampai siap pakai meliputi biaya 
perolehan atau biaya kontruksi dan biaya-
biaya lain yang dikeluarkan sampai 
irigasi tersebut siap pakai. 

534131   Belanja Modal Jaringan Digunakan untuk mencatat memperoleh 
jaringan sampai siap pakai meliputi biaya 
perolehan atau biaya kontruksi dan biaya-
biaya lain yang dikeluarkan sampai 
jaringan tersebut siap pakai. 
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534141   Belanja Penambahan Nilai Jalan dan 
Jembatan 

Belanja Modal setelah perolehan jalan dan 
jembatan yang memperpanjang masa 
manfaat/umur ekonomis, atau yang 
kemungkinan besar memberi manfaat 
ekonomis di masa yang akan datang dalam 
bentuk peningkatan kapasitas, 
produksi atau peningkatan standar kinerja. 

534151   Belanja Penambahan Nilai Irigasi Belanja Modal setelah perolehan irigasi yang 
memperpanjang masa manfaat/umur 
ekonomis, atau yang kemungkinan besar 
memberi manfaat ekonomis di masa yang 
akan datang dalam bentuk peningkatan 
kapasitas, produksi atau peningkatan 
standar kinerja. 

534161   Belanja Penambahan Nilai Jaringan Belanja Modal setelah perolehan jaringan yang 
memperpanjang masa 
manfaat/umur ekonomis, atau yang 
kemungkinan besar memberi manfaat 
ekonomis di masa yang akan datang dalam 
bentuk peningkatan kapasitas, 
produksi atau peningkatan standar kinerja. 

536111   Belanja Modal Lainnya Digunakan untuk mencatat memperoleh Aset 
Tetap Lainnya dan Aset Lainnya yang 
tidak dapat diklasifikasikan dalam belanja 
modal tanah, peralatan dan mesin, 
gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan 
jaringan. Digunakan untuk mencatat 
memperoleh Aset Tetap Lainnya dan Aset 
Lainnya sampai dengan siap digunakan. 
Belanja Modal Lainnya dapat digunakan untuk 
pengadaan software, 
pengembangan website, pengadaan lisensi 
yang memberikan manfaat lebih dari 
satu tahun baik secara swakelola maupun 
dikontrakkan kepada Pihak Ketiga. 
Belanja Modal Lainnya dapat digunakan untuk 
pembangunan aset tetap renovasi 
yang akan diserahkan kepada entitas lain dan 
masih di lingkungan pemerintah 
pusat. Untuk Aset Tetap Renovasi yang 
nantinya akan diserahkan kepada entitas 
lain berupa Gedung dan Bangunan mengikuti 
ketentuan batasan minimal 
kapitalisasi. Termasuk dalam belanja modal 
lainnya : pengadaan/pembelian 
barang-barang kesenian, dan koleksi 
perpustakaan. 

536121   Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap 
Lainnya 
dan/atau Aset Lainnya 

Belanja Modal setelah perolehan Aset Tetap 
Lainnya dan/atau Aset Lainnya yang 
memperpanjang masa manfaat/umur 
ekonomis, atau yang kemungkinan besar 
memberi manfaat ekonomis di masa yang 
akan datang dalam bentuk peningkatan 
kapasitas, produksi atau peningkatan standar 
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kinerja. Untuk penambahan nilai 
Aset Tetap Renovasi yang nantinya akan 
diserahkan kepada entitas lain berupa 
Gedung dan Bangunan mengikuti ketentuan 
batasan minimal kapitalisasi. 

 

e) Belanja Barang Badan Layanan Umum (BLU) 

Kode 

Akun 
Penjelasan Penggunaan 

525111 Belanja Gaji dan Tunjangan Digunakan untuk mencatat pembayaran gaji dan tunjangan 
pegawai BLU. 

525112 Belanja Barang Digunakan untuk mencatat pembelian barang untuk kegiatan 
operasional dan non operasional BLU. 

525113 Belanja Jasa Digunakan untuk mencatat memperoleh jasa untuk kegiatan 
operasional dan non operasional BLU. 

525114 Belanja Pemeliharaan Digunakan untuk mencatat pemeliharaan BMN BLU. 

525115 Belanja Perjalanan Digunakan untuk mencatat pembayaran perjalanan dinas 
pegawai BLU 

525119 Belanja Penyediaan Barang dan 
Jasa BLU Lainnya 

Digunakan untuk mencatat keperluan diluar akun 525111, 
525112, 525113, 525114, 525115 dan 525116 untuk 
menunjang kegiatan BLU yang bersangkutan 

 

f) Belanja Modal Badan Layanan Umum (BLU) 

Kode 
Akun 

Penjelasan Penggunaan 

537111 Belanja Modal Tanah - BLU Belanja Modal Tanah BLU 

537112 Belanja Modal Peralatan dan 
Mesin - BLU 

Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLU 

537113 Belanja Modal Gedung dan 
Bangunan - BLU 

Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLU 

537114 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan 
Jaringan - BLU 

Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan BLU 

537115 Belanja Modal Lainnya - BLU Belanja Modal Lainnya BLU 

 
 

g) Belanja Bantuan Sosial 

Bantuan sosial merupakan pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang di 

berikan oleh pemerintah kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya 

resiko sosial meningkatkan kemampuan ekonomi dan/atau kesejahteraan masyarakat, 

adapun akun yang digunakan: 

 
 
 



24 
 

Kode 
Akun 

Penjelasan Penggunaan 

574111 Belanja Bantuan Sosial Untuk 
Perlindungan Sosial Dalam Bentuk 
Uang 

Digunakan untuk mencatat Belanja Bantuan Sosial dalam 
bentuk uang yang dimaksudkan untuk mencegah dan 
menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial 
seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat agar 
kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan 
kebutuhan dasar minimal. Perlindungan sosial diberikan 
melalui antara lain: 
- Bantuan sosial yang diberikan dalam bentuk: 
1. bantuan langsung; 
2. penyediaan aksesibilitas; dan/atau 
3. penguatan kelembagaan. 
- Advokasi sosial yang diberikan dalam bentuk penyadaran 
hak dan kewajiban, pembelaan, dan pemenuhan hak. 
- Bantuan hukum diberikan dalam bentuk pembelaan dan 
konsultasi hukum. 

521219 Belanja Barang Non Operasional 
Lainnya 

Digunakan untuk pengeluaran yang tidak dapat ditampung 
dalam kelompok Akun Belanja Barang Non Operasional. 
Belanja Barang Non Operasional Lainnya dapat digunakan 
untuk biaya-biaya Crash Program. Belanja Barang Non 
Operasional Lainnya dapat digunakan untuk pemberian 
beasiswa kepada pegawai di lingkup K/L atau di luar lingkup 
satker. Belanja Barang Non Operasional Lainnya tidak 
menghasilkan barang persediaan. 
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PENUTUP 

 

 Diharapkan dengan telah disusunnya pedoman ini untuk dijadikan pedoman dalam 

penyusunan RKA-K/L TA 2021 oleh UIN Ar-Raniry Banda Aceh sesuai dengan besaran Pagu Indikatif 

yang telah dibagikan. Panduan ini dijadikan sebagai pedoman/acuan bagi setiap unit kerja dalam 

menyusun Rencana Kerja dan Anggaran TA 2021. Keberhasilan dalam pecapaian visi, misi, tujuan, 

sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra berawal dari proses perencanaan 

dan penganggaran yang baik dan hal ini tidak telepas dari peran dan tanggungjawab seluruh pegawai 

UIN Ar-Raniry Banda Aceh baik Tenaga Pendidik maupun Tenaga Kependidikan serta kerjasama 

stakeholder lainnya. 
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MENTER! KEUANGAN 
P,EPUBLIK INDONESIA 

SALINAN 

PERATURAN MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 119/PMK. 02/2020 

Menimbang 

Mengingat 

TENTANG 

STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2021 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

. MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (5) 

Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang 

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian 

Negara/Lembaga dan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar 

Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam 

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian 

Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.02/2014 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar 

Struktur Biaya, · dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana 

Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar 

Bia ya Masukan Tahun Anggaran 2021; 

1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2 . Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

www.jdih.kemenkeu.go.id



Menetapkan 
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Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang 

Penyusunan Rencana Kerj a dan Anggaran Kernen terian 

Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5178) ; 

4. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang 

Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 98); 

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 71/PMK.02/2013 

tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, 

dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan 

Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 537) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 51/PMK.02/2014 tentang Perubahan 

atas Peraturan Menteri Keuangan 

71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar 

Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi 

Nomor 

Biaya, 

dalam 

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian 

Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 342); 

6. Peraturan Men teri Keuangan N omor 217/PMK.01/2018 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah, 

terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas 

Peraturan Men teri Keuangan N omor 217/PMK.01/2018 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 1745); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG STANDAR 

BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2021. 

www.jdih.kemenkeu.go.id
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Pasal 1 

Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 adalah satuan 

biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan 

untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam 

penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian 

negara/lembaga Tahun Anggaran 2021. 

Pasal 2 

Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 berfungsi 

sebagai: 

a. batas tertinggi; atau 

b. estimasi. 

Pasal 3 

( 1) Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 yang 

berfungsi sebagai batas tertinggi tercantum dalam 

Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Menteri ini. 

(2) Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 yang 

berfungsi sebagai estimasi tercantum dalam Lampiran II 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri ini. 

Pasal 4 

Penerapan Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berpedoman pada 

Peraturan Menteri Keuangan mengenai pedoman standar 

biaya, standar stuktur biaya, dan indeksasi · dalam 

penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian 

negara/lembaga. 

Pasal 5 

Peraturan Menteri 1m mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

www.jdih.kemenkeu.go.id
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 31 Agustus 2020 

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, 

ttd. 

SRI MULYANI INDRAWATI 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 1 September 2020 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIKINDONESIA, 

ttd. 

WIDODO EKATJAHJANA 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 976 

Salinan sesuai dengan aslinya 
ala Biro Umum 

ministrasi Kementerian 

YAB J 
13 199703 1 001 

www.jdih.kemenkeu.go.id
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(1) 

l. 
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LAMPIRAN I 

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 11 9/ PMK. 02 / 2020 

TENTANG 

STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2021 

STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2021 

YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI 

URAIAN SATUAN 

(2 ) (3 ) 

HONORARIUM PENANGGUNG J AWAB PENGELOLA KEUANGAN 

1.1 Kuasa Pengguna Anggaran 
a. Nilai pagu dana s.d. Rpl00 juta OB 
b. Nilai pagu dana d i atas Rpl00 juta s. d. Rp2S0 juta OB 
c. Nilai pagu dana d i atas Rp2S0 juta s .d. RpS00 juta OB 
d. Nilai pagu dana d i atas RpS00 juta s. d . Rpl miliar OB 
e . Nilai pagu dana di atas Rpl milia r s. d. Rp2 ,S miliar OB 
f. Nilai pagu dana d i atas Rp2 ,S miliar s. d . RpS miliar OB 
g. Nilai pagu dana di atas RpS miliar s.d. Rpl0 miliar OB 
h. Nilai pagu dana di atas Rpl0 milia r s.d. Rp 2S miliar OB 
i. Nilai pagu dana di atas Rp2S miliar s .d. RpS0 miliar OB 
j. Nilai p agu dana di atas RpS0 milia r s .d. Rp7S milia r OB 
k. Nilai p agu dana di atas Rp7S milia r s.d. Rpl00 miliar OB 
I. Nila i pagu dana di atas Rpl00 miliar s .d. Rp2S0 miliar OB 
m. Nilai pagu dana di atas Rp2S0 m iliar s. d. RpS00 miliar OB 
11. Nilai pagu dana di atas RpS00 milia r s.d. Rp7 S0 miliar OB 
o. Nilai pagu dana di atas Rp7S0 milia r s .d . Rp l triliun OB 
p. Nilai pagu dana di atas Rpl triliun OB 

1.2 Pejabat Pembuat Komitmen 

a. Nilai pagu dana s .d. RpJ00 juta OB 
b. Nilai pagu dana d i atas RpJ00 juta s. d . Rp2S0 juta OB 
c. Nilai pagu dana di atas Rp2S0 juta s.d. RpS00 juta OB 
d. Nilai p agu dana di atas RpS00 juta s.d. Rpl miliar OB 
e. Nilai pagu dana di atas Rpl milia r s.d. Rp2,S miliar OB 
f. Nilai pagu dana di atas Rp2 ,S miliar s. d. RpS miliar OB 
g. Nilai pagu dana d i atas RpS miliar s.d. Rpl0 miliar OB 
h. Nilai p agu dana di atas Rpl0 miliar s. d . Rp2S miliar OB 
i. Nilai pagu dana di atas Rp2S milia r s. d. RpS0 miliar OB 
j. Nilai pagu dana di atas RpS0 milia r s. d . Rp7S miliar OB 
k. Nilai pagu dana di atas Rp7S miliar s.d . Rpl00 miliar OB 
I. Nilai p agu dana di atas Rpl00 miliar s. d . Rp2S0 miliar OB 
m. Nilai pagu dana di atas Rp2S0 m iliar s.d. RpS00 miliar OB 
n. Nilai pagu dana di atas RpS00 m iliar s .d. Rp7S0 miliar OB 
o. Nilai p agu dana di atas Rp7 S0 m iliar s. d . Rpl triliun OB 
p. Nilai p agu dana di atas Rpl triliun OB 

1. 3 Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatangan Surat Perintah Membayar 

a. Nilai pagu dana s .d. RpJ00 ju ta OB 
b. Nilai pagu dana di atas Rpl00 juta s .d. Rp2S0 juta OB 
c. Nilai pagu dana di atas Rp2S0 juta s.d. RpS00 juta OB 
d. Nilai pagu dana d i atas RpS0 0 juta s .d. Rp 1 miliar OB 
e. Nilai pagu dana di atas Rpl m ilia r s .d. Rp2 ,S miliar OB 
f. Nilai pagu dana di atas Rp2 ,S miliar s .d. RpS miliar OB 
g. Nilai pagu dana di atas RpS miliar s.d. Rpl0 miliar OB 
h. Nilai pagu dana di atas Rpl0 miliar s. d. Rp2S miliar OB 
i. Nilai pagu dana di atas Rp2S milia r s .d. RpS0 miliar OB 
j. Nilai pagu dana di atas RpS0 miliar s .d. Rp7 S miliar OB 
k. Nilai pagu dana di atas Rp7S miliar s.d. Rpl00 miliar OB 
I. Nilai pagu dana di atas Rp l00 miliar s .d . Rp2S0 miliar OB 
m. Nilai p agu dana di atas Rp2S0 m iliar s .d. RpS00 miliar OB 
n. Nilai p agu dana di atas RpS00 m iliar s .d. Rp7S0 miliar OB 
o. Nilai pagu dana di atas Rp7S0 milia r s .d . Rpl triliun OB 
p. Nilai pagu d a.na di atas Rpl triliun OB 

BESARAN 

(4) 

Rpl.040.000 

Rpl.2S0.000 

Rpl.4S0.000 

Rp l. 660. 000 

Rp l.970.000 

Rp2.280.000 

Rp2.S90.000 

Rp3.010.000 

Rp3.420.000 

Rp3.840.000 

Rp4.2S0.000 

Rp4 .770.000 

RpS 290.000 
RpS .8 10.000 

Rp6.330.000 

Rp7.370.000 

Rpl.0 10.000 

Rpl.210.000 

Rpl.410.000 

Rpl.6 10.000 

Rpl.910.000 

Rp2.210.000 

Rp2 .S20.000 

Rp2.920.000 

Rp3.320.000 

Rp3.720.000 

Rp4. 130.000 

Rp4.630.000 

Rp S.1 30.000 

RpS.640.000 

Rp6.140.000 

Rp7.140.000 

Rp400.000 

Rp480.000 

RpS70.000 

Rp660.000 

Rp770.000 

Rp880.000 

Rp990.000 

Rpl.2S0.000 

Rpl. S20.000 
Rpl.780.000 

Rp2 .040.000 

Rp2.440.000 

Rp2. 830.000 

Rp3.230.000 

Rp3.620.000 

Rp4.420.000 
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NO URAIAN 

(1) (2) 

1.4 Bendahara Pengeluaran 
a. Nila.i pagu dana s.d. Rp ! 00 juta 
b. Nila.i pagu dana di atas Rp!00 juta s.d. Rp250 juta 

c. Nila.i pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta 
d. Nila.i pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rpl miliar 
e. Nila.i pagu dana di atas Rpl miliar s.d. Rp2 ,5 miliar 
f. 

g. 

Nila.i pagu dana di atas Rp2 ,5 miliar s.d. Rp5 miliar 
Nila.i pagu dana di atas Rp5 miliar s.d. Rp!0 miliar 

- 6 -

h. Nila.i pagu dana di atas Rp!0 miliar s.d. Rp25 miliar 
Nila.i pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar 
Nila.i pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar 
Nila.i pagu dana di atas Rp75 milia r s.d. Rpl00 miliar 

i. 

j. 
k. 

I. Nila.i pagu dana di atas Rp!00 miliar s.d. Rp250 miliar 
m. Nila.i pagu dana di atas Rp250 miliar s .d. Rp500 mi liar 
n. Nila.i pagu dana di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar 
o. Nila.i pagu dana di atas Rp750 miliar s .d . Rpl triliun 
p. NiJai pagu dana di atas Rpl tri liun 

1.5 Staf Pengelola Keuangan/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Petugas Pengelola Administrasi 
Belanja Pegawa.i 

a. Nila.i pagu dana s.d. Rp!00 juta 
b. Nila.i pagu dana di atas Rp!00 juta s.d. Rp250 juta 
c. Nila.i pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta 
d. Nila.i pagu dana di atas Rp500 juta s.d. Rpl miliar 
e. Nila.i pagu dana di alas Rpl miliar s.d. Rp2 ,5 miliar 
f. Nila.i pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 milia.r 
g. Nila.i pagu dana di atas Rp5 miliar s .d. Rpl0 miliar 
h. Nila.i pagu dana di atas Rpl0 m iJiar s.d. Rp25 miliar 
i. Nila.i pagu dana di atas Rp25 miliar s. d. Rp50 miliar 
j. Nila.i pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar 
k. Nila.i pagu dana di atas Rp75 miliar s.d. Rpl00 miliar 
I. Nila.i pagu dana di atas Rpl00 miliar s.d. Rp250 miliar 
m . Nila.i pagu dana di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar 
n. Nila.i pagu dana di atas Rp500 miJiar s .d. Rp750 miliar 
o. Nila.i pagu dana di atas Rp750 miliar s.d. Rpl triliun 
p. Nila.i pagu dana di atas Rpl triliun 

2. HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN PADA SATUAN KERJA YANG 
KHUSUS MENGELOLA BELANJA PEGAWAJ 
2.1 Atasan Langsung Pemegang Kas/Kuasa Pengguna Anggara n 

a. Nila.i pagu dana s.d. Rp25 miliar 
b. Nila.i pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar 
c. Nila.i pagu dana d i atas Rp50 miliar s.d. Rpl00 miliar 
d. Nila.i pagu dana di atas Rpl00 miliar s.d. Rp200 miliar 
e. Nila.i pagu dana di atas Rp 200 miliar 

2.2 Pemegang Kas/Bendahara 
a. Nila.i pagu dana s.d. Rp25 miliar 
b . Nila.i pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar 
c. Nila.i pagu dana di atas Rp50 miliar s.d . Rp!00 miliar 
d. Nila.i pagu dana di atas Rp!00 miliar s.d. Rp200 miliar 
e. Nila.i pagu dana di atas Rp200 miliar 

2.3 Juru Bayar/Staf 
a. Nila.i pagu dana s.d. Rp25 milia r 
b. Nila.i pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar 
c. Nila.i pagu dana di atas Rp50 miliar s.d. Rpl00 miliar 
d. Nila.i pagu dana di atas Rpl00 mi liar s.d . Rp200 miliar 
e. Nila.i pagu dana di atas Rp 200 miliar 

3. HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA 

3.1 Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa 
3.2 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang (Konstruksi) 

a. Nila.i pagu pengadaan sa.mpai dengan Rp200 juta 
b. Nila.i pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta 
C. Nila.i pagu pengadaan di atas Rp500 juta s.d. Rpl miliar 
d. Nila.i pagu pengadaan di atas Rpl miliar s.d. Rp2,5 miliar 
e. Nila.i pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 mi liar 
f. Nila.i pagu pengadaan di atas Rp5 miliar s.d. Rp!0 mi liar 
g. Nila.i pagu pengadaan di atas Rpl0 miliar s. d. Rp25 miliar 
h. Nila.i pagu pengadaan di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 rniliar 
i. Nila.i pagu pengadaan di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar 
j. Nila.i pagu pengadaan di atas Rp75 miliar s.d. RplO0 miliar 

k. Nila.i pagu pengadaan di atas Rp!00 miliar s.d. Rp250 miliar 
I. Nila.i pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar 
m. Nila.i pagu pengadaan di alas Rp500 miliar s.d. Rp750 milia r 
n. Nila.i pagu pengadaan di alas Rp750 miliar s.d. Rpl triliun 
o. Ni]a.i pagu pengadaan di alas Rpl triliun 

SATUAN BESARAN 

(3) (4) 

OB Rp340.000 
OB Rp420.000 

OB Rp500.000 
OB Rp570.000 
OB Rp670.000 
OB Rp770.000 
OB Rp860.000 
OB Rpl.090.000 
OB Rpl. 320.000 
OB Rpl.550.000 
OB Rpl.78 0.000 
OB Rp2. l 20. 000 
OB Rp2.470.000 
OB Rp2.8 10.000 
OB Rp3.160.000 
OB Rp3.840.000 

OB Rp260.000 
OB Rp3!0.000 
OB Rp370.000 
OB Rp430.000 
OB Rp500.000 
OB Rp570.000 
OB Rp640.000 
OB RpSl0.000 
OB Rp980.000 
OB Rpl.150.000 
OB Rpl.330.000 
OB Rpl.580.000 
OB Rpl.840.000 
OB Rp2.090.000 
OB Rp2.350.000 
OB Rp2.860.000 

OB Rp350.000 
OB Rp460.000 
OB Rp580.000 
OB Rp690.000 
OB RpSl0.000 

OB Rp250.000 
OB Rp330.000 
OB Rp410.000 
OB Rp490.000 
OB Rp570.000 

OB Rp200.000 
OB Rp270.000 
OB Rp340.000 
OB Rp410.000 
OB Rp470.000 

OB Rp680.000 

Per Pake! Rp680.000 
OP Rp850.000 
OP Rp l.020.000 
OP Rpl.270.000 
OP Rpl.520.000 
OP Rpl.780.000 
OP Rp2. 120. 000 
OP Rp2.450.000 
OP Rp2.790.000 
OP Rp3.130.000 
OP Rp3.580.000 
OP Rp4.030.000 
OP Rp4.490.000 
OP Rp4.940.000 
OP RpS.560.000 
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NO URAIAN 

(1) (2) 

3.3 Honorarium Kelompok Kerj a Pemiliha n Unit Kerja Pengadaan Barang (Nonkonstruksi) 
a. Nilai pagu pengadaan sampa i d engan Rp200 juta 
b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta 
c. Nilai pagu pengadaa n di atas Rp500 juta s.d. Rpl miliar 
d . Nilai pagu pengadaan di atas Rpl milia r s.d. Rp2,5 miliar 
e. Nilai pagu pengadaan di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar 
f. Nilai pagu pengadaa..n di atas Rp5 mi liar s.d. Rpl0 miliar 

g. Nilai pagu pengadaan di atas Rpl0 miliar s.d. Rp25 miliar 
h. Nilai pagu pengadaan di atas Rp25 miliar s.d . Rp50 miliar 
i. Nilai pagu pengadaan di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar 
j. Nilai pagu pengadaan di atas Rp75 miliar s.d. RpJ00 miliar 
k. Nilai pagu pengadaa..n di atas Rpl00 miliar s.d. Rp250 miliar 
1. Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 milia..r s.d. Rp500 milia r 
m. Nilai pagu pengadaan di atas Rp500 milia..r s.d. Rp750 miliar 

n. Nilai pagu pengadaa..n di atas Rp750 milia..r s.d. Rpl tri liu n 
o. Nilai pagu pengadaan di atas Rpl triliun 

3.4 Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa (Nonkonstruksi) 
a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi s. d . Rp50 juta 

b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp50 juta s.d. Rpl00 juta 

c. Nilai pagu pengad aa..n jasa la innya s.d. Rpl00 juta 

d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rpl00 juta s.d. 
Rp250juta 

e. Nilai pagu pengadaan jasa konsu ltansi/jasa lainnya di atas Rp250 juta s.d. 
Rp500juta 

f. Nilai pagu pengadaan jasa konsulta..nsi/jasa lainnya di atas Rp500 juta s .d. 
Rpl miliar 

g. Nilai pagu pengadaa..n jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp l miliar s.d. 
Rp2,5 miliar 

h. Nilai pagu pengadaa..n jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp2,5 milia r s.d. 
Rp5 miliar 

i. Nilai pagu pengadaa..n jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp5 rniliar s. d . 
Rpl0 miliar 

j. Nilai pagu pengadaa..n jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rpl0 rni lia r s.d. 
Rp25 miliar 

k. Nilai pagu pengadaa..n jasa konsu ltansi/jasa lainnya di atas Rp25 mi liar s.d. 
Rp50 miliar 

I. Nilai pagu pengadaan jasa kon sultansi/jasa lainnya di atas Rp50 rniliar s.d. 
Rp75 rniliar 

m. Nilai pagu pengadaan jasa konsu ltansi/jasa lainnya di atas Rp75 rniliar s .d . 
Rpl00 miliar 

n . Nilai pagu pengadaan jasa konsu ltansi/jasa lainnya di atas Rpl00 rniliar s. d . 
Rp250 rniliar 

o. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp250 rni liar s.d . 
Rp500 rniliar 

p. Nilai pagu pengadaan jasa konsu ltansi/jasa lainnya di atas Rp500 rni liar s .d. 
Rp750 m iliar 

q. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp750 miliar s.d. 
Rpl triliun 

r. Nilai pagu pengadaan jasa konsu ltansi/jasa lainnya di atas Rpl tri liun 

3 .5 Honorarium Pe nggun a Anggara..n 
3.5.1 Pengadaan Bara..ng/Jasa (Konstruksi) 

a. Ni lai pagu pengadaan di atas Rpl00 rnilia..r s.d. Rp250 rniliar 
b. Nilai pagu pengadaan di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar 
c. Nilai pagu pengadaa..n di atas Rp500 rnilia..r s.d. Rp750 miliar 
d. Nilai pagu pengadaan di atas Rp750 rnilia..r s.d. Rpl triliun 
e. Nilai pagu pengadaa..n d i a tas Rpl triliun 

3.5.2 Pengadaan Ba.rang (Nonkonstruks i) 
a. Nilai pagu pengadaa..n di atas Rpl00 milia..r s.d. Rp250 rniliar 

b. Nilai pagu pengadaa..n di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 milia..r 
c . Nilai pagu pengadaa..n di atas Rp500 rni lia..r s.d. Rp750 rniliar 
d . Nilai pagu pengadaan di a tas Rp750 milia.i· s.d. Rpl tril iu n 
e . Nil ai pagu pengadaan di atas Rpl triliun 

3.5.3 Pengadaan Jasa (Nonkonstruks i) 
a. Nilai pagu pengadaa..njasa k onsultansi/jasa lainnya di atas Rpl0 rnilia..r s.d . 

Rp25 milia..r 

b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi/ jasa la.in nya di atas Rp25 miliar s.d. 
Rp50 rnilia..r 

c. Nilai pagu pengadaa.i1 jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp50 rni lia..r s.d. 
Rp75 m ilia..r 

d. Nilai pa.gu pengadaa..n jasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rp75 rniliar s.d. 
Rpl00 milia.i· 

SATUAN 

(3 ) 

Per Paket 
OP 
OP 
OP 
OP 
OP 

OP 
OP 
OP 
OP 
OP 
OP 
OP 
OP 

OP 

Per Pa.ket 

OP 

Per Paket 
OP 

OP 

OP 

OP 

OP 

OP 

OP 

OP 

OP 

OP 

OP 

OP 

OP 

OP 

OP 

OP 
OP 

OP 
OP 
OP 

OP 
OP 

OP 
OP 
OP 

OP 

OP 

OP 

OP 

BESARAN 

(4) 

Rp760.000 
Rp760.000 
Rp920 .000 

Rpl.140.000 
Rpl.370.000 
Rp l. 600. 000 

Rpl. 9 10.000 
Rp2.210.000 
Rp2.520.000 
Rp2.820.000 
Rp3.230.000 
Rp3.640.000 
Rp4.040.000 

Rp4.450.000 
Rp5.010.000 

Rp450.000 

Rp450.000 

Rp450.000 
Rp480.000 

Rp600.000 

Rp720.000 

Rp910.000 

Rpl.090.000 

Rpl.270.000 

Rpl.510.000 

Rp l.750.000 

Rpl.990.000 

Rp2.230.000 

Rp2.560.000 

Rp2.880.000 

Rp3.200.000 

Rp3.520.000 

Rp3.960.000 

Rp3.580.000 
Rp4.030.000 
Rp4.490.000 
Rp4.940.000 

Rp5.560.000 

Rp3.230.000 

Rp3.640.000 
Rp4.040.000 
Rp4.450.000 
Rp5.0 10.000 

Rpl.510.000 

Rpl. 750.000 

Rpl .990.000 

Rp2.230.000 
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NO URAIAN SATUAN BESARAN 

(1) (2) (3) (4) 

e. Nila.i pagu pengadaanjasa konsultansi/jasa la.innya di atas Rpl00 miliar s.d. OP Rp2.560.000 
Rp250 milia.r 

f. Nila.i pagu pengadaan jasa konsultansi/jasa la.innya di atas Rp250 miliar s.d. OP Rp2.880.000 
Rp500 miliar 

g. Nila.i pagu pengadaanjasa konsultansi/jasa la.innya di atas Rp500 miliar s.d. OP Rp3.200.000 
Rp750 miliai· 

h. Nila.i pagu pengadaanjasa konsultansi/jasa la.innya di atas Rp750 miliar s.d. OP Rp3.520.000 
Rpl triliun 

i. Nilai pagu pengadaa.njasa konsultansi/jasa lainnya di atas Rpl triliun OP Rp3.960.000 

4. HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ) 

4.1 Kepa.la UKPBJ OB Rpl.000.000 
4.2 Sekretaris/Sta.f Pendukung UKPBJ OB Rp750.000 

5. HONORARIUM PENGELOLA PENERIM AAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) 

5.1 Pejabat yang Bertugas Mela.kukan Pemungutan Penerimaan Negara atau Atasan Langsung 
a. Nila.i pagu clana s.cl. Rpl00juta OB Rp420.000 
b. Nila.i pagu dana. di atas Rp!00 juta s.cl. Rp250 juta OB Rp510.000 
c. Nila.i pagu dana di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta OB Rp610.000 
cl. Nila.i pagu dana di atas Rp500 juta s.cl. Rpl miliar OB Rp700.000 
e. Nila.i pagu dana di atas Rpl miliar s.cl. Rp2,5 miliar OB Rp890.000 
f. Nila.i pagu dana. di a.tas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliai· OB Rpl .070.000 
g. Nila.i pagu dana. di a.tas Rp5 miliar s.cl. RplO miliar OB Rpl .260.000 
h. Nila.i pagu clana. di a.tas Rpl0 miliar s.d. Rp25 miliar OB Rpl .540.000 
i. Nila.i pagu dana. di a.tas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar OB Rpl .820.000 
j . Nila.i pagu dana. di a.tas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar OB Rp2.100.000 
k. Nila.i pagu dai1a. di a.tas Rp75 miliar s.d. Rp!00 miliar OB Rp2.380.000 
I. Nila.i pagu dana di a.tas Rpl00 miliar s.d. Rp250 miliar OB Rp2. 760.000 
m. Nila.i pagu dana. di a.tas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliai· OB Rp3.130.000 
n. Nila.i pagu dana. di a.tas Rp500 m iliar s.d. Rp750 miliar OB Rp3.500.000 
o. Nila.i pagu dana. di a.tas Rp750 miliar s.d. Rpl triliun OB Rp3.880.000 
p . Nila.i pagu dana di a.tas Rpl triliun OB Rp4.620.000 

5.2 Bendahara Penerimaan 
a. Nila.i pagu dana s.d. Rp l00 juta OB Rp340.000 
b. Nilai pagu dana di atas Rpl00 juta s.cl. Rp250 juta OB Rp420.000 
C. Nila.i pagu clana di atas Rp250 juta s.cl. Rp500 juta OB Rp500.000 
d. Nila.i pagu clai1a di atas Rp500 juta s.d. Rpl miliar OB Rp570.000 
e. Nila.i pagu clana di atas Rpl m iliar s.d. Rp2 ,5 miliar OB Rp730.000 
f. Nila.i pagu clana di ata.s Rp2 ,5 miliar s.d. Rp5 miliar OB Rp880.000 
g. Nila.i pagu clai1a di atas Rp5 miliar s.d. Rpl0 miliar OB Rpl.030.000 
h. Nila.i pagu clana di atas Rpl0 miliar s.cl. Rp25 miliar OB Rpl.260.000 
i. Nila.i pagu clana di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar OB Rpl.490.000 
j. Nila.i pagu clana di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar OB Rpl.720.000 
k. Nilai pagu clana di atas Rp75 miliar s .d. Rp I 00 milia.r OB Rpl.950.000 
I. Nila.i pagu clana di atas Rpl00 miliar s.d. Rp250 milia.r OB Rp2.260.000 
m. Nila.i pagu clana di atas Rp250 miliar s.cl. Rp500 miliar OB Rp2.560.000 
n. Nila.i pagu dana di atas Rp500 miliar s.cl. Rp750 miliar OB Rp2.870.000 
o. Nila.i pagu clana di atas Rp750 miliar s.cl. Rpl triliun OB Rp3. l 70.000 
p. Nila.i pagu dana di atas Rpl triliun OB Rp3.790.000 

5.3 Petugas Penerimaan PNBP atau Anggota 
a . Nila.i pagu clana s. cl . Rpl00 juta OB Rp260.000 
b. Nila.i pagu dana di a.tas Rpl00 juta s.d. Rp250 juta OB Rp310.000 
C. Nila.i pagu dana di atas Rp250 juta s .d. Rp500 juta OB Rp370.000 
cl. Nila.i pagu clana di atas Rp500 juta s.d. Rpl miliar OB Rp430.000 
e . Nila.i pagu dana. di a.tas Rpl miliar s.cl. Rp2,5 miliar OB Rp540.000 
f. Nila.i pagu dana di a.tas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliai· OB Rp660.000 
g. Nila.i pagu dana di a.tas Rp5 miliar s.cl. Rp!0 miliai· OB Rp770.000 
h. Nila.i pagu dana. di a.tas Rpl0 miliar s.d. Rp25 miliar OB Rp940.000 
i. Nila.i pagu clana. di a.tas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar OB Rpl.110.000 
j. Nila.i pagu clana di a.tas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar OB Rp 1. 280. 000 
k. Nila.i pagu clana. di a.tas Rp75 miliar s.d. Rp!00 miliar OB Rpl .450 .000 
I. Nila.i pagu dana. di a.tas Rpl00 miliar s.d. Rp250 miliar OB Rpl.680.000 
m. Nila.i pagu dana. di a.tas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar OB Rpl.910.000 
n . Nila.i pagu dana di a.tas Rp500 miliar s .d. Rp750 miliar OB Rp2. 140.000 
0. Nila.i pagu dana di atas Rp750 m iliar s.d. Rpl triliun OB Rp2.370.000 
p. Nila.i pagu dana di a.tas Rpl triliun OB Rp2.820.000 

6. HONORARIUM PENGELOLA SJSTEM AKUNTANSI INSTANSI (SAi) 

6.1 Un it Alamtansi Pengguna Anggaran / Barai1g (UAPA/UAPB) Tingka.t Kementerian 
Negara/Lembaga yang diteta.pkan atas Dasar Keputusan Menteri 
a. Pengarah OB Rp700.000 
b. Penanggung Jawab OB Rp600.000 
c. Koorclinator OB Rp500.000 
cl. Ketua/Wakil Ketua OB Rp400.000 
e. Anggota/ Petugas OB Rp350.000 
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